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ABSTRACT

The existence of cases of using trademarks that contain similarities in principle or in their entirety in the trademark law system in Indonesia raises trademark rights disputes. The purpose of this study is to analyze the process of cancellation and deletion of trademarks which contain similarities in essence and legal consequences. This study uses a normative juridical research approach, with descriptive analytical research specifications. Types of data in the form of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of literature study and documentation study. The data that has been collected was analyzed descriptively and normatively qualitative. The results of this study are that the use of the "FLAMESON" trademark is proven to contain similarities in essence with the "LAMESON" trademark so that it is canceled through a court lawsuit by an interested party, namely the owner of the first mark according to Article 77 paragraph (1) because they feel aggrieved. The “FLAMESON” mark after being canceled is then removed from the trademark register and announced in the Official Gazette of Brands. The cancellation and deletion of the registration of the mark results in the termination of legal protection.
Keywords: Trademark Cancellation, Mark Removal, Equality In essence.
ABSTRAK
Adanya kasus penggunaan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dalam sistem hukum merek di Indonesia menimbulkan sengketa hak merek. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis proses pembatalan dan penghapusan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya dan akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif secara normatif. Hasil penelitian ini yaitu penggunaan merek dagang “FLAMESON” terbukti mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek dagang “LAMESON” sehingga dilakukan pembatalan melalui gugatan pengadilan oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek pertama sesuai Pasal 77 ayat (1) karena merasa dirugikan. Merek “FLAMESON” setelah dibatalkan kemudian dihapus dalam daftar merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek tersebut mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum.
Kata Kunci: Merek Dagang, Pembatalan Merek, Penghapusan Merek, Persamaan Pada Pokoknya.
PENDAHULUAN
Perkembangan usaha di Indonesia semakin pesat, muncul usaha-usaha baru dengan beragam merek dagang. Merek ini memiliki nilai yang strategis dan penting bagi pengusaha maupun konsumen untuk membedakan produknya dengan produk dari pengusaha lain yang sejenis dan membangun citra perusahaan dalam pemasaran (Djumhana, 2006:78). Akan tetapi fenomena yang terjadi saat ini yaitu munculnya persaingan tidak sehat dalam menciptakan merek dagang seperti membuat merek dagang seolah serupa dengan merek dagang yang sudah lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Inilah yang kemudian memicu sengketa merek diantara pelaku usaha karena adanya persamaan terhadap kedua merek yang terdaftar tersebut.
Salah satu contoh kasus sengketa merek karena adanya persamaan pada pokoknya yaitu kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 01/HAKI./M./2011/PN.NIAGA. Smg tentang sengketa merek dagang. Dalam kasus tersebut Penggugat adalah pemilik Merek Dagang “LAMESON” yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sejak tangal 3 April 2001 untuk jenis barang: "Sediaan-sediaan pharmacy, bahan-bahan untuk berpantang makan/diet yang diesuaikan untuk pemakaian medis, makanan sehat/food supplement dan jamu-jamu" yang tergolong dalam kelas 5.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Penggugat merupakan satu-satunya pihak yang berhak menggunakan Merek Dagang tersebut dalam perdagangan sediaan-sediaan farmasi di Indonesia. Namun pada tahun 2006 terdapat Merek Dagang “FLAMESON” untuk jenis barang: "Kapas-kapas pembersih, plester-plester dan pita-pita perekat untuk keperluan medis, sediaan-sediaan penghilang/penetralisir bau, penyegar hawa dan pemurni udara, sediaan-sediaan anti parasit, kapas-kapas anti septik, anti septik, kapas-kapas steril, media untuk pembiakan bakteridan lain sebagainya" yang juga tergolong dalam kelas 5.

Pendaftaran Merek Dagang tersebut karena LAMESON dan FLAMESON yang digunakan untuk barang sejenis mempunyai persamaan dalam bunyi ucapan dan karenanya mempunyai persamaan pada pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.
Berdasarkan Pasal tersebut, penggunaan Merek Dagang “LAMESON” dan “FLAMESON dalam perdagangan secara bersamaan akan sangat membingungkan dan menimbulkan kesan seakan-akan Merek Dagang tersebut berasal dari satu perusahaan. Tindakan seperti tersebut tidak hanya merugikan perusahaan dengan Merek Dagang “LAMESON”, tetapi juga masyarakat selaku konsumen. Masyarakat awam tentu akan merasa bingung untuk membedakan antara merek yang telah mendapat reputasi sebelumnya dengan merek yang hanya meniru atau membonceng karena terdapat persamaan pada pokoknya.

Adanya kasus pelanggaran hak merek karena mengandung persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis dengan Merek LAMESON yang telah didaftarkan lebih dahulu, maka menurut Pasal 21 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual seharusnya menolak permintaan pendaftaran Merek Dagang FLAMESON. Akan tetapi pada kenyataanya, pendaftaran merek dagang tersebut dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Mudahnya pengabulan atas permohonan pendaftaran merek merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran sebagai persaingan usaha tidak sehat. Dengan dimilikinya hak merek, maka seharusnya nama yang dijadikan merek itu merupakan monopoli dari si pemilik merek, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama ataupun menyerupai walaupun jenis produk yang dihasilkan berbeda. Pihak-pihak yang mereknya didompleng jelas mengalami kerugian yang cukup besar, karena untuk dapat menguasai pasar, ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama sampai pada akhirnya konsumen dapat mengenali dan mengingat merek tersebut sehingga mendapat reputasi di masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana proses pembatalan dan penghapusan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?; dan (2) Bagiamana akibat hukum atas pembatalan dan penghapusan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya?
METODE PENELITIAN
Berdasarkan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang didasarkan pada data sekunder dengan bersumber dari beragam peraturan perundnagan, keputusan dari pengadilan, teori-teori hukum maupun pendapat ahli hukum (Sunggono, 2015:42). Pendekatan yuridis-normatif dipilih dengan mengutamakan penggunaan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian (library research), serta sumber dokumentatif perundang-undangan (statute approach), terutama untuk mengkaji aspek hukum pembatalan merek dagang yang mengadung persamaan pada pokoknya. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat tentang fakta dan sifat atau karakteristik dari populasi wilayah tertentu (Sugiyono, 2015: 329). Pada penelitin deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi serta menjawab persoalan penelitian yaitu aspek hukum pembatalan merek dagang karena adanya persamaan pada pokoknya.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder bersumber dari studi kepustakaan dengan cara peneliti menelaah atau mempelajari berbagai buku hukum, perundang-undangan terkait dengan permaslahan penelitian. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Bahan hukum primer berasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meluputi buku-buku hukum berbagai jurnal dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan merek dagang yang mengadung persamaan pada pokoknya dalam system hukum merek di Indonesia. Bahan hukum tersier yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum primer dan sekunder contohnya kamus hukum.

Data penelitian ini berupa data sekunder sehingga untuk mengumpulkan data sekunder tersebut peneliti melakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan guna mencari data sekunder dengan cara menelaah dan menganalisis bahan kepustakaan yang meliputi buku, jurnal, artikel termasuk pustaka online yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Iskandar, 2013:64). Berbeda dengan studi dokumen, dilakukan dengan mengidentifikasi dan menelaah peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum secara resmi sebagai bahan hukum pokok bagi penelitian hukum normative ini (Hidayat, 2011:17). Studi dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:329). Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data guna melengkapi dan memperkuat data yaitu dokumen yang berhubungan kasus merek dagang yang mengadung persamaan pada pokoknya.

Data penelitian atau bahan hukum baik meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang sudah dikumpulkan oleh peneliti mellaui proses inventarisasi hukum kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang ada didalamnya. Langkah selanjutnya, peneliti melakukan cross-check dengan perundang-undangan lain untuk menemukan sinkronisasi atau adanya inkonsistensi diantara peraturan perundang-undangan tersebut (Suteki dan Taufani, 2016: 267). Analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif (Amirudin dan Asikin, 2016:45). Logika deduktif dapat diartikan bahwa peneliti dalam membuat kesimpulan dari permasalahan penelitian ini dilakukan secara ringkas mulai dari yang umum menuju ke hal yang khusus sebagaimana pada penelitian normative yang menjadikan metode deduktif sebagai pegangan utama. Dalam menganalisis data yuridis normative terdapat tahapanya yaitu pertama, data sekunder dan data hukum positif lainnya dirumuskan asas-asas hukumnya, kedua yaitu merumuskan pengertian hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, ketiga, membentuk standar hukum yang berlaku terkait dengan masalah penelitian dan keempat, kendala hukum yang ditemui dirumuskan secara rinci dan jelas (Amirudin dan Asikin, 2016:45).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Proses Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya
Pelanggaran hak merek dapat dikarenakan adanya unsur kesamaan pada pokoknya dengan merek milik pihak lain. Kriteria penentuan kesamaan pokoknya dengan merek milik pihak lain yaitu adanya kemiripan nama baik terhadap barang atau jasa yang sejenis maupun tidak sejenis yang didasarkan pada pengetahuan umum masyarakat. Padahal seharusnya reputasi merek diperoleh karena promosi besar-besaran, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara (Pahusa, 2015:169).

Merek terdaftar yang mengandung persamaan pada pokoknya seperti pada kasus Merek Dagang “LAMESON” dan “FLAMESON maka sudah semestinya harus dilakukan pembatalan merek melalui pengadilan. Merek terdaftar dapat dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas adanya gugatan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan yang salah satunya adalah penggunaan konsep milik umum dan lambang umum. Tindakan pembatalan merek yang terdaftar hanya dapat dilakukan di dalam sengketa merek yang berhubungan dengan kepemilikan hak atas merek bukan terhadap sengketa merek mengenai penggunaan hak atas merek.

Ketentuan pembatalan merek terdaftar diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

(1) Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 

(2) Pemilik Merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengajukan Permohonan kepada Menteri. 

(3) Gugatan pembatalan diajukan kepada Pengadilan Niaga terhadap pemilik Merek terdaftar.
Pada kasus Merek Dagang “LAMESON” dan “FLAMESON” karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 maka dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu pemilik merek terdaftar (“LAMESON”). Dan pada kasus “FLAMESON” pembatalan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan karena gugatan dari pemilik merek terdahulu yaitu “LAMESON” yang menggugat.
Sengketa merek akan berakhir pada gugatan pembatalan merek terdaftar. Gugatan pembatalan merek terdaftar karena mengadung persamaan pada pokoknya dapat diajukan oleh pemilik merek pertama melalui pengadilan niaga (Putra, 2013:8). Pasal 77 ayat (1) bahwa “Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran Merek”. Berdasarkan ketentuan tersebut, merek “FLAMESON” maka majelis Hakim Pengadilan Niaga memutuskan bahwa merek tersebut mengandung persamaan pada pokoknya dengan merek “LAMESON” yang terdaftar di Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Merek “FLAMESON” setelah dibatalkan melalui putusan pengadilan maka akan dihapus dalam daftar merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek sesuai Pasal 92 ayat (2) yaitu pembatalan atau penghapusan pendaftaran diberitahukan secara tertulis kepada pemilik Merek atau Kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan atau penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan, sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian ayat (3) bahwa pencoretan Merek terdaftar diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Penghapusan selain dilakukan karena putusan pengadilan juga dapat dilakukan oleh Menteri. Menteri diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan represif, yang secara ex-officio dilakukan berdasarkan kuasa yang diberikan Undang-Undang dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek. Pasal 72 (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menyebutkan bahwa penghapusan Merek terdaftar atas prakarsa Menteri dapat dilakukan jika: 

a. memiliki persamaan pada pokoknya dan atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis; 

b. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum; atau 

c. memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun temurun

Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Menteri ini disikapi oleh Direktorat Merek dengan mencari bukti-bukti atau mendasarkan pada masukan dari masyarakat guna dijadikan bahan pertimbangan. Pemilik merek diberikan kesempatan untuk melakukan upaya pembelaan untuk dikecualikan dari ketentuan tentang penghapusan ide dengan mengajukan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan oleh kantor merek. Apabila terdapat bukti yang cukup untuk menghapus pendaftaran merek, penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan oleh Direktorat Merek akan dicoret dalam Daftar Umum Merek dan akan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. 
2. Akibat Hukum Atas Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena Adanya Persamaan Pada Pokoknya
Pengusaha yang beritikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu.

Adanya itikad tidak baik dan persamaan pada pokoknya pada merek-merek yang telah di daftarkan dapat menyebabkan sengketa merek. Undang-Undang Merek Tahun  2016 mengatur bahwa merek barang atau jasa dapat memperoleh perlindungan hukum dengan dilakukan pendaftaran pada Ditjen HKI. Merek yang telah terdaftar di Ditjen HKI membawa akibat bagi pemilik merek memperoleh hak atas merek. Hak atas merek diperoleh sejak tanggal penerbitan sertifikat merek oleh Ditjen HKI. Pemilik merek yang telah terdaftar dapat mempertahankan haknya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Namun demikian, berdasarkan Undang-Undang Merek tersebut, merek yang telah terdaftar dapat diajukan permohonan pembatalan jika terdapat pihak lain yang merasa berkepentingan atau dirugikan terhadap lahirnya hak atas merek tersebut.
Pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek terdaftar karena adanya persamaan pada pokoknya mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan. Ini berarti dengan adanya pembatalan dan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek, membawa konsekwensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan seperti (1) tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek dan (2) tidak dapat menuntut ganti rugi serta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek tersebut secara otomatis akan hilang.

Hal ini sesuai dengan Pasal 68 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu “Pembatalan dan pencoretan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan berakhirnya pelindungan hukum atas Merek tersebut untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama”. 
Berdasarkan contoh kasus penggunaan Merek Dagang “LAMESON” dan “FLAMESON dalam perdagangan secara bersamaan, yang pada akhirnya Pengadilan memutuskan untuk menyatakan bahwa merek dagang tersebut Batal menurut hukum atas pendaftaran merek. Akibat hukum pembatalan pendaftaran merek berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah penghapusan merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Penghapusan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek. Sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, sertifikat merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi yang secara otomatis mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan (Mardianto, 2011:469).

Sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut asas first to file principal dimana pendaftar pertama mendapatkan hak ekslusif dan perlindungan hukum. Akibatnya jika merek terkenal atau nama terkenal ingin dijadikan merek dagang wajib di daftarkan karena jika tidak tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis, berdampak merugikan pemilik karena tidak memiliki perlindungan dan hak ekslusif. Perlindungan merek di Indonesia mengacu pada asas first to file, yaitu bahwa merek yang sudah didaftarkan memiliki perlindungan dan hak eksklusif, hanya dapat dibatalkan jika terbukti melanggar Undang-Undang (Heniyatun, 2020).
Kasus penggunaan merek dagang yang mengandung persamaan pada pokoknya terbukti melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis menunjukkan bahwa penegakkan hukum merek di Indonesia belum efektif. Hal ini sesuai dengan teori efektivitas hukum menurut Soekanto (2013: 8) yang menyatakan bahwa efektif tidaknya penegakkan hukum dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu:

Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Pada dasarnya dilihat dari faktor hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah secara jelas mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar salah satunya dikarenakan mengandung persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya (Pasal 21 ayat 1). Oleh karena itu, permohonan hak merek dengan nama “FLAMESON” sebagai merek dagang sudah semestinya tidak dapat dikabulkan karena mengandung persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang “LAMESON” yang terdaftar lebih dahulu.
Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor penegak hukum yang berkaitan dengan tidak efektifnya penegakkan hukum merek pada kasus merek dagang “LAMESON” dan “FLAMESON” yaitu dari Dirjen HKI sebagai pihak yang menerbitkan sertifikat hak merek kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan permohonan merek “FLAMESON” sehingga mengabulkan permohonan hak merek “FLAMESON” sebagai merek dagang meskipun mengandung unsur persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar lain”.
Faktor masyarakat, pada kasus merek dagang “LAMESON” dan “FLAMESON” yaitu adanya etikat tidak baik dari pemohon yang telah mengetahui bahwa “LAMESON” adalah merek milik orang lain namun tetap menggunakan untuk merek dagangnya padahal umumnya pemohon mengetahui adanya ketentuan larangan merek yang mengandung persamaan pada pokoknya seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. 

Faktor kebudayaan. Penegakkan hukum merek pada kasus merek dagang “LAMESON” dan “FLAMESON” dalam hal ini belum efektif dikarenakan adanya faktor kebudayaan yang melekat berupa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan merek dagang sehingga mengabaikan ketentuan tentang merek yang tidak boleh didaftar atau merek yang ditolak. 

SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (1) Penggunaan merek dagang “LAMESON” dan “FLAMESON” melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis karena memiliki persamaan pada pokoknya. Atas penggunaan merek “FLAMESON” tersebut, maka dilakukan pembatalan merek melalui gugatan pengadilan oleh pihak yang berkepentingan yaitu pemilik merek “LAMESON” sesuai Pasal 77 ayat (1) karena merasa dirugikan dan sudah diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah merek “LAMESON”. Merek “FLAMESON” setelah dibatalkan melalui putusan pengadilan maka kemudian dihapus dalam daftar merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. (2) Pembatalan dan penghapusan pendaftaran merek “FLAMESON” mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan maka tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek dan tidak dapat menuntut ganti rugi serta penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. 

Saran yang dapat peneliti ajukan berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan adalah (1) Direktorat Jenderal HKI selaku penerima pendaftaran merek, seharusnya lebih selektif dan teliti terkait dengan merek yang mengandung unsur persamaan pada pokoknya agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Bagi para pemohon merek, hendaknya lebih memerhatikan ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dan merek yang ditolak secara seksama sehingga tidak ada kekeliruan dalam mengajukan merek untuk didaftarkan.
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